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Kudus Yesus
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11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendudikan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nepgara Republik

Indonesia Nomor <1<4906);

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan  Pemernntah  Antara Pemenntah, Pemerintah Dacrah
Propinsi dan Pemerintah Dacruh Kabupaten/Kota ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 4737 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

Agama dan Pendidikan Keagamaan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4769 |;

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajnb

Belajar  ( Lembaran Negarn Repubbk Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48063 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 48061 |;

16.Peraturan Pemenntah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru |

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 ),

17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Penchdikan [ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembiran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5105 ) schbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Repubbk Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambiahan

Lembaran Negara Republile Indonesia Nomor 5157 );

18 Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Produk Hukum Dacrah | Berita Negara Repubhik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

19. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dim (PAUD);

20.Peaturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik

-

Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendinan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dimi (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 32;
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas
Manusia | Lembaran Negara Republik  IndonesiaTahun 1999
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesii
Nomor 3880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang, Perlindungan
Anak (Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
+235);

Indang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional  [Lembaran  Negara Republik  Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambihan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4301 );

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Pubhk
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Keschatan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
Tambahan Lembaran Nehara Republik Indenesta Nomor S0063);
Undang-Undang Neomor 52 Tabun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluargn Sejatera ( Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2000 Nomeor 161 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan | Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 | Tambahan Lembaran Negaran

Republik Indonesa Nomor 520

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Dacrali (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tabhun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5593) ,scbagwmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengeanti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 5589) ;
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PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KIECAMATAN KANGAL
Jakin N Roa No. = Telp (0382)-
WAIPARE

KEPUTUSAN CAMAT KANGAE
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TKK) PEMBINA
HATI KUDUS YESUS ILI

CAMAT KANGAE,

Menimbang ¢ a. bahwa Taman Kanak-kanak scebapin salah satu bentuk satuan
Pendidikan  Anak  Usia  Dini pada jalur  Formal ya g

menyelenggarakan Program Pendidikan bagn anak usia cempat

sampi  dengan  enam  tahun sebagaimana termuat dalim

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendudikan  Nasional merupakan  upaya  pembinaan  yang
ditujukan  kepada anak merupakan dasar  pencapaan bag
keberbastlan pendudikan pemula;

. bahwa Taman Kanak-kanak { TKX | Pembina Hat Kudus Yesus [h
telah menyelenggarakan pelayvanan bagt anak usia dim sejak
tahun 1990 berdasarkan ipn operasional yang dibenkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Kabupaten  Sikka
Nomor 469 /1.21.20/ LK/ 1990 ;

. bahwa dengan  tergadinya perubahan  regulas: maka  derm
memamin kepasuan hukum dan legalitas lembaga tersebut perlu
dilakukan penvesuaian dan perpanjangan yin operasionalnya;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana lersebut pada
huruf a,b dan ¢ maka periu dinetapkan dengan Keputusan
Camat.

Mengmpat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tihun 1958 tentang Pembentukan
Daerah - dacrah Tingkat 11 dalam wilayah Daceah Tingkat 1 Bah,
Nusa Tengpara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Repubhbk IndonesiaTahun 1958 Nemor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 1655 ),
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejatleraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143},
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